BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 1§ TAHUN 2012

TENTANG:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa uniuk melaksanakan Pasal 40 Peruturan Dacrah
Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Pendidikan maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik
Baru i Kabupaten Jepara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ‘tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 .entang Hak
Asasi Muanusia [Lembaran Negarn Republik [ndonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886j;

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimna
telah beberapa kali diubah terukhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosenn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraluran Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8 Persturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajb Belajr (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157 |

10. Peraturam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
60 Tahun 2011 tentang Larangun Pungutan Biaya
Pendidikan bagi Sckolah Dasar dan Sckolah Menengah
Pertama,

¥1.Peraturan Mentenn Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan
Bantuan Operasional Sekplah;

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Caerah Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15 )

13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2007 - 2012 { Lembaran Dacrah
Kabupaten Jepara Nomor 18, Tambahan Lembaran
dacrah Kabupaten Jepara Nomor 14 )



14 Perarturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun
2008 temtang Urusan Pemeriniwhan yang menjadi
Kewcnangan Pemerintahan Dacrah Kabupaten Jepara |
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor
3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten .Jepara
Nomor 2 );

15. Peraturan Deerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pengclolaan dan  Penyclenggaraan
Pendidikan { Lembaran Daerah Kabupatlen Jepara Tahun
2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU O
KABUPATEN JEPARA

BABI
KETENTUAN UMUM

Poasal |

Dalamn peraturan ini yang dimaksud dengan:

L.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Jepara.

Kepata Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Qlahraga
habupaten Jepara.

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupalen
Jepara.

Satuan Pendidikan adalah kelompok laysnan Pendidikan yang
menycienggarakan pendidikan.

Pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang sclanjutnya
disingkat PAUD Formal adelah Teman Kanak-kanak (TK), Raudlatul
Athfal (RA), dan Bustanul Athfal (BA) d Wilayeh Kabupaten Jepara.
Sekolah Dasar vang selanjutnya disingkat SD adalah sekolah dasar di
wilayah Kabupaten .Jepara.

Madrasah btidaivah yang selanjutnya disingkat Ml adalah Madrasah
Ibtidaiyah & wilayah Kabupaten Jepara

JSckolah Dasar Luar Biasa vang sclanjutnye disingkat SDLB adalah
Sekolah Dasar Luar Biasa di wilayah Kabupaten Jepara.



10,

11.

12.

13,

15.

16.

17.
18,
19

20.

21.

22,

23.

24,

Sekolah Menengah Pertama yang selanjulnya disingkat SMP adalah
Sckolah Menengah Pertama di wilaysh Kabupaten Jepara.

Madrasah Taanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah
Madrasah Teanawiyah di wilayah kabupaten Jepara.

Sekolah Mcenengah Pertama Luar Biasa yang sclanjutnya disingkat
SMPLB adulah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di wilayah
Kabupaten Jepara.

Sckolsh Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah
Sekolah Menengah Atas di wilayah kabupaten Jcpara ;

Madrasah Aliyah yang sclanjutnys disingkat MA adalah madrasah
Aliyah di wilayah Kabupaten .Jepara.

Sckolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB
adalah Seckolah Menengah Atas Luar Biasa di wilayah kabupaten
Jepara.

Sekolah Mencngah Kejuruan yang sclanjutnya disingkat SMK adalah
Sekolah Mencngah kejuruan di wilayah Kabupalen Jepara.

Peserta didik  adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi  diri melalui  proses pembelajaran  yang
tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Penerimaan pescrta didik adalah penerimaan peserta didik pada
Pendidikan Anak Usia Dini formai dan Sekolah / Madrasah.

Sekolah / Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah.

Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada
Sekolah / Madrasah dari Sekolah / Madrasah lain.

Upan Nasional (UN}] 8D / Ml dan Ujian Akhir Sckolah Berstandar
Nasional {UAS-BN) SD / M adalah ujian nasional yang dilaksanskan
secara (erintegrasi dengan pelaksansan ujian Sekolsh / Madrasah
untuk Sckolah Dasar / Madrasah [btidaiyah / Sekolah Dasar Luar
Biasa {(SD/MI/SDLB).

Ujian Nasional {UN) SMP / MTs, SMA / MA / SBMK adalah kegiatan
pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional
untuk jenjang pendidikan SMP / MTs, SMA / MA / SMK.

lijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan
yang menyatakan bahwa pescrta didik lulus dari satuan pendidikan.
Surat Keterangan Hasil Ujan Nesional yang selanjutnya disebut
SKHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat
dari hasil mengikuti Ujian Nasional dan bagi vang telah dinyatakan
lulus dapat dgunakan scbagai salah satu pertimbangan untuk seleksi
masuk jenjang pendidikan berilcutnya.

Surat Keterangan Hasil Ujan Akhir Sekolah Berstandar Nasional
sclanjutnya disebut SKHUASBN dan Surat Keterangan Hasil Ujian
Nasional yang sclanjutnya disebut SKHUN adalah surat pernyataan
nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian akhir
sckolah berstandar nasional / ujian nasional don bagi yang telah
dinyatakan lulus dapat digunakan scbaegai salah satu pertimbangan
untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan
non formal yang disclenggarakan delam kelompok belajar yang
memberikan pendidikan yang sctara dengan SD.



26. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan
non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar vang
memberikan pendidikan yang sctara dengan SMP,

27. Surat Tanda Lulus yang sdanjutnya disingkat STL adalash Surat
Tanda Lulus yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

28. Dacrah RKhusus adalah bagian wilayah dacrah yang diperlakukan
m khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

rlaku.

29. Panitia adalah penyelenggara penerimaan peserta didik pada PAUD
formal dan Sekolah / Madrasah.

BAB 11
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru berazaskan obyektivitas, Lransparansi,
akuntabilitas dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Penermaan peserts didik baru bertujuan memberikan kesempatan yang
scluas-luasnya begi anak wusia sckolah agar memperoich pelayanan
pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB Il

SYARAT PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

(1) Persyaratan calon peserta didik pada PAUD Formal adalah;
& berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
b, berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;

{2) Persyarataan calon peserta didik kelas I (satu) Sckolah Dasar (SD) /
Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalgh:
4 ‘telah berusia 7 sampai dengan 12 tabun wajib diterima;
b telah berusia 6 tahun dapat diterima;
c kurang deri 6 tahun dapat diterima berdasarkan rekomendasi
tertulis dari psikolog prof=sional atau dewan guru / konselor
sckolah yang bersangkutan.



(3)

(4

(5)

6

Persyaratan calon peserta didik kelas VI (tujuh) Sckolah Menengah

Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs);

a. telah julus dan memiliki ljazah SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar / M
! Program Pakel A

b telah lulus dengan memiliki SKHUASBN / SKHUN / Surat Tands
Lulus Program Paket A;

c. berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran
baru, kecuali SDLB/SLB Tingkat Dasar ada ketentuan Lersendiri;

d mendaftarkan pada SMP/MTs yang dituju.

Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) Sckolah Menengah

Atas { SMA) / Madrasah Aliyvah {MA) adalah :

a tclah lulus dan memiliki lpzah SMP ; SMPLB / MTs / Program
Paket B;

b telah lulus dengan memiliki SKHUN / Surat Tanda Lulus Program
Pakct B:

¢ tdak lulus SMP / MTs tetapi mash proses mengikuti ujian paket B
dengan disertai surat keterangan dari  sckolah  asal tetap
berpedoman pada prosedur den norma yang sudah ditetapkan
penentuan peringkat [scleksi);

d. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pela jaran
banut;

¢. mendaltarkan pada SMA / MA yang dituju.

Persyarman calon peserta didik kelas X (satu) Sekolah Mencngah

Keparuan (SMK):

a lelah lulus dan memiliki ipzah SMP / SMPLB / MTs / Program
Paket B;

b telah lulus dengan memiliki SKHUN / STL Program Paket B

c Uudak lulua SMP / MTa (etapi masih proses mengikuti ujian paket B
dengan disertai surat keterangan dari  sekolah asal letap
berpedoman pada prosedur dan norma yang sudah ditetapkan
penentuan peringkat (seleksi);

d berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran
bary

e. mendaftarkan pads SMK yang dituju.

Persyaratan calon peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah :

a. calon peserta didik pada Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)
adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.

b, Calon peserta didik kelas T {satu) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
/Sckolab Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar adalah anak yang berusia
mimmal 6 tahun;

¢ Calon peserte didik kelas VI { tujuh ) Sekolah Menegah Pertama
Luar Biasa ( SMPLB) adalah :

) tclah lulus dan memiliki ljazah SD / SDLB / SLB Tingkat Dasar
/M1 / Program Paket A;

2 telah lulus dengan memiliki SKHUASBN / SKHUN / Surat
Tandz Lulus Program Paket A;

3 Mendaltarkan pada SMPLB yang dituju.
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¢ calon siswa kelas X {scpuluh] Sckolah Menengah Atas Luar Biasa
{SMALB) adalsh :
1) telah lulus dan memiliki lipzah SMP / SMPLB dan Paket B
2 telah lulus dengan memili ki SKHUN;
3 mendaftarkan pada SMALB yang dituju

Persyuratan calon  peserta  didik pada  saluan  pendidikan  Rintisan
Sekolah Bertaraf Intermasional diatur sesuai peraturan perundang-
undangan vang berlaku,

Untuk program akselcrasi mengacu pada pedoman penyelenggaraan
pendidikan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Calon peserta didik dari uar daersh wajb melampirkan surat
keterangan dari kepala dinas yang membidangi pendidikan pada
dacrah asal

Pasal 5

Jumlah peserta didik pada PAUD Formal dalam sctiap rombongan
belajar setiap kelas paling baryak 25 anak, kecuali dacrah khusua.
Jumlah peserta didik pada SLB pada jenjang TRLE dalam sctiap
rombongan belajar sctiap kelas paling banvak 5 anak.

Jumlah peseria didik pada SD / M dalam sctiap rombongan belajar
sctiap kelas paling banyak 40 anak, kecuali dacrah khusus.

Jumlah peserta didik pada SLB pada jenjang SDLB Tingkat dasar,
dalam setiap rombongan belajar/kelas paling banyak 8 anak.

Jumlah peserta didik pada SMP / MTs dan SMA / MA dalam seuap
rombongan belajar actiap kelas paling banyak 40 anak, kecuali daerah
khusus.

Jumlah peserta didik pada SMPLB, SMALB dalam sctiap rombongan
belajar setiap kelas paling banyak 8 anak.

Jumlah peserta didik pada SMK setiap kelompok rombongan bclajar
setiap kelas paling banyak 36 anak.

Jumlah peserta didik baru yang diterima harus sesusi dengan ruang
kelas vang dimiliki.

Jumiah peserta didik pada Seckolah Standar Nasional, Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional, Sckolah Bertaraf [nternasional
mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 6

Satuan pendidikan membentuk panitia pencrimaan pesecrta didik yang
ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan,
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{2)

Panitia peserta didik bertanggungjawab kepada Kepala Satuan
Pendidikan.

Kegiatan penerimaan peserta  didik  dilaksanakan  dengan
memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik, kalender pendidikan
meclalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendallaran,
pengumuman peserta didik yang diterima dan daftar ulang.

Pasal 7

SMA / MA / SMK wajib menyediakan kuota sckurang-kurangnya 20%
bagi peserta didik yang kurang mampu.

Peserta didik yang kurang mampu sebagaimans dimaksud pada ayat
(1) dibebaskan dan segala pungutan atau sumbangan.

Kuota sebagamana dimaksud pada ayat (1} sgor dilaporkan secara
tertulis kepada Cinas atau Kcmenterian Agama, paling lambat 2 (dua)
bulan setelah pengumuman penerimasn peserta didik bara,

Kriteria kurang mampu secbagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah dibuktikan dengan surst keterangan dari Petinggi/Kepala
Kelurahan yang diketahui vleh camat setempat.

Pasal 8

Satuan pendidikan yang telah ditetapkan scbagai Sekolah Inkluai

wajb menerima calon peserta didik baru bag anak berkebutuhan
khusus.
Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

mengusahakan sarana dan prasarana beserta guu pembimbing
khusus yang memadai.

BAB v
SELEKS] FENERIMAAN PESERTA DIDIK
Pasal 9

Panitia penerimaan peserta didik Sekolah / Madrasah dapat mengadakan
scicksi calon pescrta didik jika daya tampung tidak mencukupi.

(3

Pasal 10

Sclcksi penerimaan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD / SDLB
SLB Tingkat Dasar / Ml dilakukan berdasarkan usia paling tua, jarak
tempat Unggal peserta didik paling dekat dengan satuan pendidikan.



(2) Penerimaan pescrta didik kelas I { satu) SD / SDLB / SLB Tingkat
Dasar / M tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca,
menulis dan berhitung.

(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta  didik
dilskukan secara mandiri olch rapat dewan guru yang dipimpin cleh
kepala Sekolah / Madrasah yang bersangkutan.

Pasal 11

Scleksi calon peserta didik kelas VI { tujuh ) SMP / SMPLB / MTs
dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujan Akhir Sekolah Berstandar
Nasional / Ujan Nasional / Surat Tanda Lulus paket A dengan
mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi d bidang
akademik, ilmu pengectahuan dan teknologi serta bidang lainnya.

Pasa) 12

Seleksi calon pescrta didik kelas X (sepuluh) SMA { SMALB / MA
dilakukan berdasarkan peringkat nilai ujan nasional SMP / SMPLB /MTs
dengan mempertimbangkan bakat olahraga, bakat scni, prestasi ¢ bidang
akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

(1) Scleksi calon peserta didik kelas X (sepulub) SMK dilakukan dengan
tes lchusus ‘untuk mendapatkan kesesusian antara kemampuan dan
minat peserta didik dengan bideng keahlian / program keahlian vang
dipikhnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah
bersama majelis sekolah dan institusi pasangan / asosiasi profesi.

(2] Apabila seleksi scbagaimana pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi
dilakukan berdasarkan peringkat nilai ujian nasional SMP / SMPLB /
MTs atau STL Paket B atau telah lulus dengan memiliki SKHUN /] 8TL
dengan mempertimbangkan bakat olah raga, bakat seni, prestasi di
bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V
BIAYA PENDAFTARAN, SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

Pasal 14

(1) Biaya pendafiaran calon peserta PAUD Formal diatur oleh Kepala
Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas / Kepala
Kantor.
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{2)

Calon Peserta Didik SD / SDLB / SLB Tingkat Dasar / ME dan SMP /
SMPLB / MTs tidak dipungut biays pendaftaran,

Biaya pendaftaran calon Peserta Didik SMA / SMALB / MA / SMK

diatur oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Kepala

Dinas / Kepala Kantor.
Bagi SMK yang mcnyclenggarakan tes khusus dapal memunguat biaya
yang diatur olch Kepala Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada
kepala Dinas / Kepala Kantor.

Pasal 15

PAUD Formal, Sekolah / Madrasah dilarang memungut biaya schagai
persyaratan daflar ulang.

Daftar ulang dilakukan untuk melengkapi persyaratan administrasi
peserta didik

BAB Vi

PENGADAAIN PAKAIAN SERAGAM
DAN SUMBANGAN

Pasal 16
Satuan pendidikan, pendidik dan atau tenaga kependidikan dilarang
menjual dan atau mengadakan pakaian seragem atau bahan seragam
kepada pesecrta didik baru.
Pengadaan pekaian scragam peserta didik baru  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada crang wa murid.

Pasal 17

Pungutan atau sumbangan pada tingkat PAUD Formal, SMA / MA / SMh
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan olech orang tue peserta
didik dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh sekolah / madrasah
dan komitc sckolah scielah menjadi siswa.



BAB VI

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

{1) Perpindahan pescrta didik antar ackolah / madrasah dalam salu
kabupaten / kota, amtar kabupaten/kota deiam satu provinsi, atau
anar provinsi, dilaksanakan atas dasar persctujuan kepala sekolah /
madrasah asal dan kepala sckolah / madrasah yang dituju yang harus
mendapat persetujuan Krepala Dinas dan alau  Kepala hantor
Kementerian Agama sesuai dengan kewrnangannya. ;

{2) Perpindaban peserta didik dari sekolah Indonecsia di Luar neger
dilaksanakan atas dasar perseiujuan kepala sekolah asal dan kepala
sckolah / madrasah yang dituju dan harus mendapat persetujuan
Kepala Dinas dan atau Krcpala Kantor Kementerian Agama sesuai
dengan kewecnangannya.

(3 Perpindahan peserta didik den sistem pendidikan asing ke sistem
pendidikan Nasional, dapat dilakukan scteilah mendapat persetujuan
Dircktur Jenderal Pendidikan Dasar dan atau Direktur Jenderal
Pendidikan Mencngah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(4] Sekolah/ madrasah yang diduju dapat mengadakan sclcksi / tes untuk
mengetahui tingkal kesetaraan kelas antara sistem pendidikan nasional
dengan sistemn pendidikan asing.

BAB VIl

PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Setiap tahun pelajaran baru, Kepala Dinas dan Kepala Kantor
menvusun  Petunjuk  Teknis penerimaan peserta. didik baru,
berdusarkan peraturun  Bupati ini  dan peraluran perundang-
undangan yang berlalu,

{2} Petunjuk leknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pedoman begi satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik
haru.

Pasal 20

(1) Pada akhir pelaksanaan penerimaan peserta didik, tiap Kepala
Sckolah / Madrasah menyusun laporan tentang banyaknys calon
peserta didik vang mendaftar dan yang diterima sebagai peserta didik
baru



o

(2] Laporan schecarmans dunakwud pada avat (1|, untuk TK / RA / BA
dun SD ;y SDLB / M dilkarwn anghkap 3 kepada UPT Dinas Kecamatan
atau Kantor sclambet-lambatnya 7 han eria setelah pelakensan
penenmaan peserta  didik baru untuk  seianjutnya UPT  Dinas
Pendidikan Kecamatan membuat rangkuman dan dilaporkan kepada
Kepala Dinas sclambat-lambatmya 15 han kerja sctzlah pelaksanaan,
penerimaan peserta didik baru

(3) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (l),untuk SMP /| SMPLB /
MTs, SMA / SMALB / MA dan SMK dikinm rangkap 2 kepada Kcpala
Dinas dan atau Kantor sclambatlambatnva 15 han kerja sctelah
pelaksanaan penerimaan peserta ddik baru

Pasa] 21
Dinas danjatau Kantor sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan
pengawasan pclaksanaan pencrimaan pescrta didik
BAB X
PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar stiap orang dopat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati in dengan penempatannya dalam Berita Daerah
kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada Tanggul 22 Jun 200
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